PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 19 TAHWN 1963
TENTANG
KETENTUAN- KETENTUAN PCKCK MENGENAI BENTWK, JEN' 'S, WARNA,
PEMBUATAN SERTA PEVAKAI AN PAKAI AN SERAGAM DAN TANDA PENCENAL
D LUAR ANGKATAN PERANG DAN KEPCLI SI AN NEGARA

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :
bahwa untuk nenjaga tata-tertib dalam penbuatan dan penakai an pakai an
seragam dan tanda pengenal perlu di adakan ket ent uan- ket ent uan pokok,

Mengi ngat
1. Pasal 4 ayat 1 Uhdang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Mendengar

Menteri Pertama, Vékil Menteri Pertama bi dang Pertahanan/ Keanmanan, Menteri
PUuQD, Mnteri/Jaksa Agung dan Menteri Perhubungan Darat, Pos,
Tel ekormuni kasi dan Pariw sat a.

Menut uskan:
Menet apkan :
Peraturan Presiden tentang Ketentuan-ketentuan Pokok nengenai bent uk,
jenis, warna, penbuatan serta pemakai an pakai an seragam dan tanda pengenal
di l var Angkatan Perang dan Kepol i si an Negar a.

Pasal 1.
(1) Dengan pakai an seragam di naksudkan:

a. pakaian dinas seragam yang ditetapkan untuk para anggota
Angkat an Perang dan Kepol i si an Negar a;

b. pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai Negara/ Negeri dan
pegawai Daerah Saatantra, berhubung dengan fungsi dan tugasnya
dal am nasyar akat ,

C. pakai an seragam | ai n dari pada yang di sebut kan dal am huruf a dan
b di at as.

Yang tersebut dalam huruf-huruf a b dan c¢ l|engkap dengan tanda
pengenal nya.

(2) Dengan tanda pengenal di naksudkan:
a. tanda pangkat yang nenperlihatkan urutan tingkat pegawai dal am
I i ngkungan susunan Departenen dan Instansi Daerah Saatantra
yang ber sangkut an;

b. tanda jabatan yang nenyatakan kedudukan dari pegawai yang
nenakai tanda itu;



C. tanda jawatan dan | ai n-1ain.
Pasal 2.

Pakaian dinas yang dinmaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) huruf b
di peruntukkan bagi dan dipakai oleh pegawai yang nenpunyai wewenang
eksekutif dal am nenel i hara kew bawaan Penerintah dan di dal am nel aksanakan
tugasnya nenpunyai hubungan | angsung dengan nasyar akat .

Pasal 3.

(1) Pakaian dinas tersebut diatas tidak boleh nenyerupai/ mrip baik
dengan pakaian dinas seragam yang ditetapkan untuk para anggota
Angkatan Perang dan Kepolisian Negara naupun pakai an dinas untuk
Departenen dan Instansi Daerah Saatantra satu sama | ain.

(2) Pakai an seragamyang di naksudkan dal ampasal 1 ayat (1) huruf c tidak
bol eh nenyerupai /mrip dengan pakai an dinas seragam dari Angkatan
Perang dan Kepol i sian Negara dan pakai an di nas yang di naksudkan dal am
pasal

Pasal 4.

Penbuat an dan penberian pakai an dinas dan tanda pengenal nenjadi
t anggung-j anab Departenen atau | nstansi Daerah Saatantra yang ber sangkut an.

Pasal 5.

(1) Bentuk, jenis, warna dan penakai an pakaian seragam sebagai mana
di naksudkan dalam pasal 1 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan tanda
pengenal yang di naksudkan dalam pasal 1 ayat (2) ditetapkan dengan
Keput usan Menteri Pertana.

(2) Keputusan Menteri Pertana tersebut pada ayat (1) dianbil setelah
nenerinma usul dari Wkil Menteri Pertana bi dang Pertahanan/ Keamanan
yang dal amhal ini menperhatikan pertinbangan suatu Paniti a.

Pasal 6.
(1) Panitia ternmaksud dalampasal 5 ayat (2) terdiri dari:

1. seorang yang ditunjuk oleh Vékil Menteri Pertama bidang-
Per t ahanan/ Keananan sebagai Ket ua nerangkap anggot a,

2. seorang yang ditunjuk oleh Mnteri/Kepala Staf Angkatan
Kepol i si an Negara sebagai anggot a,

3. seorang ditunjuk ol eh Menteri Kehaki man sebagai anggot a,

4, seorang Yyang ditunjuk oleh Mnteri Wusan Pendapat an,
Penbi ayaan dan Pengawasan sebagai anggot a,

5. seorang yang ditunjuk oleh Menteri Penerintahan Umum dan
Qonom Daerah sebagai anggot a,



6. seorang yang ditunjuk oleh Mnteri Perhubungan Darat, Pos,
Tel ekonuni kasi dan Pariw sata sebagai anggot a,

7. seorang yang ditunjuk ol eh Menteri/Jaksa Agung sebagai anggot a.

(2) Pengangkatan Ketua dan anggota Panitia dilakukan ol en Vékil Menteri
Pertana bi dang Pert ahanan/ Kearmanan.

(3) Penentuan wewenang dan perincian tugas Panitia diatur oleh Vékil
Menteri Pertana bi dang Pert ahanan, / Keamanan.

Pasal 7.

Segal a peraturan nengenai pakai an seragamtersebut dal am
pasal 1 ayat (1) huruf b dan huruf c¢ dan tanda pengenal di naksudkan dal am
pasal 1 ayat (2) yang bertentangan dengan Peraturan ini tidak berlaku | agi.

Pasal 8.

(1) Dengan tidak nengurangi ketentuan tersebut dal ampasal 7, sebel umada
ket ent uan baru nengenai pakai an seragam ternaksud dal am pasal 1 ayat
(1) huruf b dan huruf c¢ dan tanda pengenal ternaksud dal am pasal 1
ayat (2) yang tel ah ada, nmaka pakai an segagam dan tanda pengenal itu
dapat terus di gunakan.

(2) Departeren dan Instansi Daerah Swnatantra dan badan-badan dil uar
Departemen dan Instansi tersebut, yang telah nenpunyai pakaian
seragam dan tanda pengenal, diharuskan dengan segera nengirim
per at uran dan ganbar - ganbar nya pakai an seragam dan tanda pengenal itu
kepada Wékil Menteri Pertana bidang Pertahanan Keananan untuk
diteliti dan kenudi an dijadi kan dasar Keputusan Menteri Pertana.

Pasal 9.

Pel aksanaan Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Mnteri
Pert ana.

Pasal 10.
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal di undangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya nenerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a
Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Agustus 1963.

B . Presiden Republik Indonesi a,
ttd.

DIUANDA



O undangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 1963.
Sekretari s Negar a,

ttd.
AW SURIQADI N NGRAT (S.H)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRES DEN No. 19 TAHUN 1963
TENTANG
KETENTUAN- KETENTUAN PCKCK MENGENAI BENTWK, JEN' S, WARNA,
PEMBUATAN SERTA PEVAKAI AN PAKAI AN SERAGAM DAN TANDA PENCENAL
D LUAR ANGKATAN PERANG DAN KEPQLI S| AN NEGARA

UMM

Dengan nenper hati kan hasrat Instansi-intansi Penerintah dan lain-lain
untuk nenci ptakan pakai an dinas bagi pegawai - pegawai nya di pandang perlu
unt uk nengadakan perat uran yang nenuat ket ent uan- ket ent uan pokok yang dapat
nenj am n adanya per sanaan dal am beberapa hal penting nengenai materi ini,
terut ama dal am dasar hukummya.

Ket ent uan- ket entuan pokok tersebut tidak saja diperlukan untuk
nenjaga jangan sanpai terlalu banyak nacam pakai an di nas di adakan hi ngga
akan neni nbul kan kebi ngungan dan keragu-raguan dal am kal angan | nstansi -
instansi dan masyarakat, karena bentuk, macam warna pakai an seragam dan
tanda-tanda pengenal yang digunakan nenyerupai satu dengan yang |ain,
tetapi pun untuk nenghemat keuangan Negara dari pada pengel uaran-
pengel uaran yang bukan- bukan/ti dak perl u.

PASAL DEM PASAL
Pasal |
Ayat (1):
Unt uk nenudahkan pengertian orang tentang apa yang diartikan dengan
pakai an seragam naka dal amperaturan ini pakai an seragamdi bagi dal am:

1. Pakai an seragam yang di gunakan ol eh anggot a- anggota Angkatan Perang
dan Kepol i si an Negara di sebut pakai an di nas seragam

2. pakai an seragam yang di pakai ol eh pegawai Negara/ Negeri dan | nstansi
Daerah Saatantra di sebut pakai an di nas,

3. pakai an seragam yang di pakai oleh orang lain dari pada nereka yang
di sebut dahul uan.

Dengan pakai an seragam di maksudkan pul a tanda pengenal yang di pakai .
Ayat (1) -: Qukup jelas.
Pasal 2



Pakai an dinas hanya dibenarkan bagi pegawai-pegawai yang nenurut
susunan Departenmen atau Instansi Daerah Saatantra terikat oleh urutan
tingkat (hierarchie), disiplin dan suatu kode kehornatan pul a karena fungsi
dan tugas nereka dal am masyar akat nenberi kan wewenang eksekuti f.

Ketentuan ini perlu di adakan untuk nenjaga agar |nstansi manapun j uga
tidak dengan sesuka-hati nmengadakan pakaian dinas, karena bilanmana
di bi arkan saja, hal itu akan neni nbul kan tidak saj a kesi npang-si uran dal am
hal pakai an dinas, akan tetapi juga akan dapat nerugi kan Negara (dili hat
dari sudut keuangan dan keamanan Negara).

Pasal 3

Ayat (1):

Yang di naksud dengan perkat aan "nenyerupai /mrip" ial ah apabila orang
banyak dengan sekali pandang nenganggapnya pakai an di nas tersebut sebagai
pakai an seragam dari Angkatan Perang, Kepolisian Negara ataupun sebagai
pakai an di nas dari Departenen atau | nstansi Daerah Swnatantra.

Ketentuan ini diadakan untuk nenghi ndarkan kesal ahfahaman atau
keragu-raguan dan sebagai nya dikal angan mnasyarakat, hal-hal nana dapat
nenghanbat / nenyukar kan/ ner ugi kan pegawai - pegawai yang bersangkutan dal am
nenj al ankan tugasnya nasi ng- nasi ng.

Ayat (2):
Ketentuan ini diadakan untuk nenjaga nutu/ kew bawaan pakai an di nas
di mat a rakyat .

Pasal 4

B lanana pakaian dinas telah disetujui untuk suatu Departenan atau
Instansi Daerah Saatantra, naka ini akan nenbawa konsekwensinya bagi
keuangan Departenen atau Instansi itu.

Pasal 5

Ayat (1) :

Mengenai bentuk dan jenis pakaian dinas sifat berkel ebih- |ebihan
harus dijauhkan. Yang perlu diciptakan ialah pakai an di nas yang nenenuhi
kebut uhan-tugas, praktis, sederhana tetapi bai k dan bernutu.

Untuk nencapai persanaan dan kesei nbangan pakai an seragam dan tanda
pengenal yang di butuhkan ol en Departenen dan |ain-lainnya akan ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Pertana.

Ayat (2) :

Senua pakai an seragamakan ditinjau ol eh Vékil Menteri Pertama B dang
Pert ahanan/ Keananan, karena hal ini nenpunyai arti penting dal am usahanya
nenel i hara keamanan Negar a.

Pertama-tama akan diteliti apakah pakaian seragam tersebut
nenyerupai /mrip dengan pakaian dinas seragam yang ditetapkan untuk
Angkatan Perang dan Kepolisian Negara yang nenpunyai tugas khusus dal am
nengenbal i kan dan nenel i hara keamanan Negar a.

Dalam neneliti pakaian seragam Weékil Menteri Pertama dang
Per t ahanan/ Keananan di bantu ol eh satu Paniti a.

Vékil Menteri Pertanma B dang Pertahanan/ Keamanan dengan nenper hati kan
pertinbangan Panitia, nenyanpai kan pendapat/usul nya nengenai pakai an



seragam yang ditinjaunya kepada Mnteri Pertama yang atas dasar
pendapat /usul Wékil Menteri Pertama B dang Pertahanan/ Keananan nenet apkan
Keput usannya.

Pasal 6

Ayat (1) :

Cem kelancaran pekerjaan Panitia anggota-anggota dianbil dari
pegawai - pegawai Departenen dan |ain-lainnya, yang banyak berurusan dengan
penbuat an dan penakai an pakai an ser agam

Ayat (2) :

Sel ai n ket entuan pokok dal am peraturan ini perlu di adakan ketent uan-
ketentuan | ai n guna nenudahkan, dan nel ancar kan pekerjaan Paniti a.

Karena Panitia nerupakan badan pertinbangan Vékil Menteri Pertama
dang Pertahanan/ Keamanan, ketentuan-ketentuan tersebut, baik yang
nengat ur tugasnya Panitia naupun |ainnya diadakan oleh Wkil Menteri
Pertana B dang Pertahanan Keamanan.

Pasal 7
Qukup | el as.
Pasal 8

Ayat (1):

Untuk nenjaga jangan sanpai ada kermacetan dal am pekerj aan Depart enen-
departenen dan Instansi-instansi Daerah Saatantra yang telah nenetapkan
pakaian dinas bagi pegawai - pegawai nya perlu diadakan waktu peralihan
senentara nenunggu sel esai nya penelitian pakai an seragam yang di maksudkan
ol eh Wkil Menteri Pertama B dang Pertahanan/ Keamanan/ Menteri Pert ana.

Maka sebel um ada ket ent uan- ket ent uan/ keput usan- keput usan baru pakai an
seragamyang ternaksud dapat terus di gunakan.

Ayat (2):

Untuk nenpercepat pekerjaan Panitia dalam nmengadakan peninjauan
t erhadap pakai an seragamyang ada pada sermua Departenen dan | nstansi Daerah
Snaatantra yang pegawvai - pegawai nya nenggunakan pakaian dinas di haruskan
nengirinkan selekas mungkin kepada Vékil Mnteri Pertana B dang
Pert ahanan/ Keamanan peraturan serta ganbar-ganbar pakaian dinas yang
ber sangkut an.

Pasal 9
Qukup | el as.
Pasal 10

Qukup | el as.
Ter masuk dal am Lenbar an- Negara t ahun 1963 No. 85.

O ket ahui
Menteri/ Pejabat Sekretaris Negara,



Ttd.
AW SLRICAD N NGFRAT (S H).

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHIN 1963 NOMCR 85
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMIR 2584



